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ABSTRAK 
 
Wahyuni Zakaria (B111 11 125), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” 
(Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru)”. Di bawah 
bimbingan Muhadar sebagai pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan hukum pidana dalam 
tindak pidana pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi 
dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 
perkara dengan nomor putusan : 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Barru dan Kejaksaan 
Negeri Barru dengan melakukan wawancara jaksa penuntut umum, dan 
hakim. Selain itu Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara 
menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Pada perkara Nomor 
60/Pid.Sus/2014/PN.Barru Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana 
“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang 
Disubsidi Pemerintah. Terdakwa Muh. Rizal bin Muh.Rasyid telah terbukti 
melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi. Namun, menurut penulis Hakim dan Jaksa PU dalam 
menerapkan hukum pidana lebih tepat jika memutus terdakwa melanggar 
Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi 2). Dalam memutus perkara, Majelis Hakim lalai dalam menerapkan 
hukum dengan tidak mempertimbangkan secara matang dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan 
Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, bukan Pasal 53 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001, sehingga hakim dapat dikatakan keliru. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejak proklamasi kemerdekaan, Bangsa Indonesia menentukan nasib 
dan kehidupannya sendiri di segala aspek kehidupan Bangsa. Pada saat itu 
bekal yang dimiliki Bangsa Indonesia hanya kondisi hukum yang bersifat 
kolonial, sedangkan perkembangannya berlangsung terus secara cepat 
tanpa hentinya. Karenanya perlu diberikan pengarahan atau perhatian 
khusus terhadap gejolak sosial yang dapat mengendalikan perkembangan 
kehidupan tersebut. 
Sebagaimana telah diketahui bersama pada saat ini hukum pada 
umumnya mempunyai tugas menjaga atau mempertahankan keamanan dan 
ketertiban di segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk keamanan di 
bidang produksi dan distribusi segala bahan kebutuhan hidup rakyatnya. 
Cara pelaksanaan tugas tersebut tergantung juga pada sifat wilayah masing-
masing Negara. Negara yang bersifat industrial membetuhkan lebih banyak 
peraturan-peraturan hukum dari Negara agraris. Suatu pendirian bentuk 
usaha industri harus memenuhi berbagai syarat-syarat sebagai ketentuan-
ketentuan yang terletak dalam peraturan-peraturan yang dikeluarakan oleh 
Negara. 
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Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dibidang produksi 
minyak, sejak saat itu juga banyak terjadi tindak pidana terhadap penjualan 
dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Selanjutnya disingkat BBM) yang 
disubsidi oleh pemerintah dan tak tanggung-tanggung pelakunya bukan 
hanya warga lokal atau penduduk asli Indonesia tetapi juga melibatkan 
Warga Negara Asing (Selanjutnya disingkat WNA), hal ini tentunya 
disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan di 
bidang produksi khususnya terhadap produksi BBM. Fenomena ini tentunya 
berepengaruh besar dan sangat sensitif dampaknya terhadap kelangsungan 
hidup orang banyak, sebab kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan 
hukum ini yaitu terbatasnya pasokan BBM ke masyarakat. 
Penjualan BBM yang disubsidi jika dijual di pasar luar atau diluar 
Negara R.I. tentunya akan menumbulkan disparitas harga yang jauh 
berbeda. Hal ini dikarenakan harga BBM yang bersubsidi jauh lebih rendah 
harganya jika dibandingkan dengan harga BBM yang tidak disubsidi oleh 
pemerintah, tindak pidana seperti ini biasanya dilakukan oleh WNA, yang 
membeli minyak di wilayah perairan Indonesia dan kemudian menjualnya ke 
Negara lain dengan harga yang relatif tinggi.  
Mungkin Indonesia satu-satunya Negara anggota OPEC yang 
menderita apabila terjadi kenaikan harga minyak internasional.Masalah ini 
berlangsung dari tahun ketahun seolah-olah kita tidak berdaya dan tentunya 
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secara mudah kita dapat katakan bahwa salah satu penyebabnya adalah 
kualitas menejemen Migas Nasional yang kurang memadai. 
Undang-undang  Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 
merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi 
langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi yang tediri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan 
usaha hulu. Dalam kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengelolahan, 
pengangkutan dan penyimpanan, dan niaga tersebut terdapat kegiatan 
penyimpanan dan pendistribusian BBM dan pengakutan gas bumi melalui 
pipa, agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat terlaksana diseluruh 
wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dan pengangkutan gas 
bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, maka kegiatan tersebut harus 
mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang. 
Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk suatu lembaga 
pemerintah yang di dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya 
bersifat independen yaitu badan pengatur penyediaan dan pendistribusian 
BBM dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Keputusan 
Presiden Nomor 86 Tahun 2002, yang selanjutnya dalam Peraturan 
Pemerintah ini disebut sebagai Badan Pengatur. 
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Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, 
ditegaskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam 
strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia 
merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara. Penguasaan oleh 
Negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa 
pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis, minyak dan gas alam 
merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai 
sumber pembiayaan, sumber energi   dan bahan bakar bagi pembangunan 
ekonomi Negara.  
Mengingat bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam, 
maka pengusahaan kegiatan usaha hulu dan Minyak dan Gas Bumi harus 
dilakukan seoptimal mungkin dan kebijakan pengaturannya berpedoman 
pada jiwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang  Dasar 1945. 
Pedoman penghayatan seperti yang diuraikan di atas tentunya dapat 
dijadikan sebagai bahan acuan bagi kita semua khususnya bagi warga 
Negara Indonesia di dalam memberantas atau memerangi tindak pidana 
pengangkutan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah. 
Penjualan BBM tidak terlepas dari lemahnya peraturan-peraturan yang 
tersedia. 
Pemberantas tindak pidana pengangkutan BBM tidak akan 
mendapatkan titik temu atau pemecahan masalahnya jika kita hanya 
mengharapkan dan menunggu hasil investigasi dari pemerintah, tetapi juga 
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harus melibatkan segenap unsur dari anggota masyarakat yang diharapkan 
dapat memberikan kontribusi bagi pemberantasan tindak pidana 
pengangkutan BBM bersubsidi.  
Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai 
oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional 
sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya 
menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi guna untuk mewujudkan 
peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan 
penataan kembali kegiatan usaha migas. 
Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian 
BBM terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi ke industri yang 
terjadi di Kabupaten Barru.Hal ini biasa terjadi dalam usaha pendistribusian 
BBM di Kabupaten Barru dan perbedaan harga yang cukup tinggi antara 
BBM industri dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk 
melakukan penyimpangan. 
Kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang 
disubsidi di SPBU Pekkae, Kabupaten Barru sebanyak 1.000 (seribu) liter 
dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam nomor polisi DD 596 
IY dimana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga dan/atau penyimpanan 
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BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau tata 
niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 
perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan 
masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dapat dikenakan sanksi.  
Dari uraian diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi 
penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi khususnya di Kabupaten 
Barru. Peranan Pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam 
pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap pendistribusian BBM 
bersubsidi di Kabupaten Barru. 
Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai 
tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi 
pemerintah dalam skripsi dengan judul : 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan dan 
Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan 
Nomor 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru). 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi dalam kasus 
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan perkara nomor 60/Pid.Sus/2014/PN. Barru?  
C. Tujuan  Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat 
mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi dalam Kasus 
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru 
2. Mengetahuipertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan perkara nomor 60/Pid.Sus/2014/PN. Barru 
D. Kegunaan Penelitian  
Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah Sebagai berikut : 
1. Agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan 
studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Diharapkan menjadi masukan terhadap para pihak terkait, yang 
berkompeten dalam hal pelaksanaan pemberantasan tindak 
pidana pengangkutan BBM yang bersubsidi. 
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat 
umum yang mempunyai kepedulian terhadap pemberantasan 
tindak pidana pengangkutan BBM yang bersubsidi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis adalah melihat suatu perbuatan dari aspek hukum, 
dalam penulisan ini tinjauan yuridis lebih melihat pada perbuatan hukum 
pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka, sedangkan hukum yang 
penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana materil maupun 
formil, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertangggungjawaban 
pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. 
B. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau delik, merupakan penamaan atau bagian yang 
sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau 
membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana, tidak akan terlepas dari 
tindak pidana ini. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian delik atau 
tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari 
pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah delik 
atau tindak pidana. 
Di kalangan para ahli pidana, istilah tindak pidana berasal dari istilah 
yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaarfeit” yang diartikan 
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dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa 
latin disebut dengan istilah delik atau istilah tindak pidana yaitu delictum atau 
delicta. 
Istilah strafbaarfeit, mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau 
tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek 
hukum, dimana dipandang sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang 
melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan 
mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh 
Undang-undang  bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
Pompe mendifinisikan Strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan 
tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum (Lamintang 1997 : 34) 
Sedangkan Wirjono Prodjodikoro (2003:55) mendefinisikan 
strafbaarfeitsebagai suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan 
hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana. 
Pendapat di atas tampak setuju dengan istilah strafbaarfeityang 
diartikan sebagai tindak pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi 
pidana. 
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Satochid Kartanegara (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002:208) 
menggunakan istilah tindak pidana: 
Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian atau berbuat 
(actieveehandeling) dan / atau pengertian tidak melakukan, tidak 
berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passive handeling), istilah 
perbuatan berarti melakukan, berbuat, tidak mencakup pengertian 
mengakibatkan / tidak melakukan.  
 
Ruslan Saleh (E. Y. Kanter, 2002:14) melihat tindak pidana dari wujud 
dan sifat dengan pengertian: 
Tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum juga bersifat 
merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan hukum atau 
menghambat terlaksananya tata kehidupan dalam pergaulan 
masyarakat dianggap baik dan adil, disamping itu dapat pula dikatakan 
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial. 
 
Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum 
pidana, karena tindak pidana memberikan suatu cirri tertentu pada suatu 
peristiwa pidana.Adanya ciri tertentu tersebut, maka dalam kehidupan sehari-
hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang 
tidak termasuk tindak pidana.Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai 
tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. 
Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam pasal 1 
ayat (1) KUHP yang tertulis: 
Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas 
ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-undang , yang ada 
terdahulu dari pada perbuatan itu. 
Di samping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap 
sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal 
11 
 
tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya 
hukum tertulis atau Undang-undang  saja. Tetapi juga hukum yang tidak 
tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat. 
Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya pelaku yang 
melakukan perbuatan tindak pidana, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 
KUHP (mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas 
perbuatannya) dalam Pasal 48 KUHP (mengenai orang yang melakukan 
tindak pidana karena daya paksa).Hal tersebut merupakan wujud dari asas 
tidak dapat di pidananya seseorang bila tidak terbukti adanya kesalahan. 
Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka 
dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan 
bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu 
aturan perUndang-undangan, atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang 
ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena 
perbuatannya (E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002: 74). 
Moeljatno (1987: 55) mengartikan kata strafbaarfeit dengan istilah 
perbuatan pidana: 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 
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pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada 
perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang 
yang menimbulkan kejadian. 
Pendapat di atas, menunjukkan adanya perbuatan yang dilarang yang 
disertai ancaman (sanksi) dan berlaku bagi siapa saja yang melanggar 
larangan tersebut. 
Menurut Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 225) bahwa 
istilah strafbaarfeitharus diartikan bahwa “perbuatan pidana yang diuraikan 
oleh Undang-undang , melawan hukum, straf waardig (patut atau bernilai 
untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahannya”. 
Tindak pidana (Amir Ilyas, 2012: 27) juga diartikan sebagai dasar yang 
pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan telah 
melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang 
atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang 
dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, 
yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan 
bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. 
P.A.F. Lamintang (1984: 34) menjelaskan tentang keberadaan sanksi 
sebagai berikut: 
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Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi 
seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah 
melanggar sesuatu perbuatan yang harus ditegakkan oleh Negara.  
Apa yang dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang menunjukkan bahwa 
pembuat suatu tindak pidana tertentu, hanya dapat dijatuhi sanksi jika unsur-
unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa kepadanya terbukti akan 
kesalahannya diyakini oleh hakim, dengan demikian asas yang berbunyi 
“tiada pidana tanpa kesalahan” sudah tepat, karena hanya mereka yang 
terbukti melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman pidana atau penjara. 
S.R. Sianturi (1986: 204) mengartikan istilah strafbaarfeit dengan delict 
sebagai berikut: 
Delict berasal dari bahasa asing strafbaarfeit yang diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia yaitu: 
a. Perbuatan yang dihukum 
b. Peristiwa pidana  
c. Perbuatan pidana 
d. Tindak pidana 
Pemahaman Sianturi di atas sejalan dengan pandangan Andi Zainal 
Abidin Farid yang tidak setuju strafbaarfeityang diartikan dengan perbuatan 
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pidana.Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, meskipun keduanya sama-
sama menganut dualistis atas delik. 
Andi Zainal Abidin Farid (1995: 245) mengartikan strafbaarfeitdengan 
kata delik dengan alasan: 
Menggunakan istilah delik karena: 
a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana 
b. Bersifat ekonomis karena lebih singkat, efisien dan netral, dapat 
mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan 
hukum 
c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan 
pidana (bukan peristiwa yang dipidana tetapi perbuatannya) 
d. Orang yang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana dan 
perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik 
e. Luas pengertiannya, sehingga juga meliputi delik-delik yang 
diwujudkan oleh orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana 
ekonomi 
Dapat dikatakan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan 
manusia yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu 
bertanggungjawab dan diancam dengan sanksi yang dijatuhkan bagi para 
pembuat delik. Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995: 245) terhadap istilah 
peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan pidana dianggap keliru 
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ditinjau dari segi bahasa Indonesia karena kalau demikian, maka peristiwa, 
tindak dan perbuatannya yang dijatuhi pidana (dalam sanksi hukuman).  
Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi tindak pidana memiliki (lima) 
unsur yakni:  
1. Subyek 
2. Kesalahan  
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang 
dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana 
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya) 
Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh 
manusia/orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya 
mengenai orang dan sekelompok orang sebagai subyek hukum. 
Subyek hukum berdasarkan Pasal 55 KUHP, maka yang dimaksud 
dengan pelaku tindak pidana adalah: 
1. Orang yang melakukan (pleger) 
Dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang 
yang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak 
pidana. 
2. Yang menyuruh melakukan / memberi perintah (doenplegen) 
Dalam hal ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang 
menuyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Orang 
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yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak melakukan unsur-unsur 
dari suatu tindak pidana, akan tetapi orang yang disuruhlah melakukan 
suatu tindak pidana. Orang yang disuruh dalam hal ini adalah orang-
orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan orang yang 
dikecualikan dari hukuman yang hanya dianggap sebagai alat semata. 
Dengan demikian meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan 
sendiri tindak pidana, akan tetapi dialah yang dianggap sebagai 
pelaku dan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang 
yang disuruhnya tersebut. 
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) 
Dalam hal ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yang secara 
bersama-sama melakukan suatu tindak pidana mereka secara sadar 
bersama-sama melakukan tindak pidana tertentu.Dengan demikian 
mereka juga bersama-sama dapat dipertanggungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukannya itu. 
4. Orang yang membujuk melakukan (uitloker) 
Dalam hal ini harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang membujuk, 
yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan 
orang yang dibujuk atau orang yang digerakkan untuk melakukan 
tindak pidana dan kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan.  
Pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia 
mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. Seseorang dikatakan 
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mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat 
dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. 
Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 225), menguraikan unsur-
unsur strafbaarfeit: 
1. Perbuatan  
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis 
3. Melawan hukum 
4. Bernilai atau patut dipidana 
5. Kesengajaan, kealpaan/kelalaian 
6. Kemampuan bertanggungjawab 
Dari pendapat para ahli hukum pidana sebagaiamana yang 
dikemukakan tersebut di atas, ternyata penggunaan terjemahan istilah 
strafbaarfeitterdapat perbedaan dan pengunaannya, yang pada hakekatnya 
mempunyai tujuan yang sama. Sesungguhnya perbedaan itu penting 
dibicarakan dalam teori saja, tetapi dalam praktek hukum tidak. 
Dalam praktek hukum, yang menjadi acuan baik dalam penyidikan, 
surat dakwaan, pembelaan, surat tuntutan, surat putusan yang dibuat dan 
sampai pada amar putusan ditetapkan hanyalah pedoman pada unsur-unsur 
yang ada dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan (konkrit) dan 
tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis (abstrak). 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
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Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak 
pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu 
perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, dimana 
terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. 
Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi Negara dalam 
menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat 
perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.  
Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, 
maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut : 
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging) 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang 
(wetterlijke omschrijiving) 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum) 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada 
pelaku 
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana 
Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut 
diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut 
sebagai tindak pidana. Berikut ini  dikutipkan rumusan tindak pidana yang 
dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi : 
Barangsiapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang 
Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
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dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda 
paling banyak Sembilan ratus rupiah. 
 
Unsur-unsur tindak pidan yang dirumuskan didalam pasal 362 
KUHP, sebagai berikut : 
1. Barangsiapa 
2. Mengambil 
3. Sesuatu barang 
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan 
hukum 
Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur 
tindak pidana meliputi: 
1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif 
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidanaoleh Undang-
Undang 
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum 
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan  
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan(Roni Wiyanto 2012 : 
163) 
3. Jenis-jenis Tindak pidana  
Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana 
yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat 
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memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh Karena 
itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat 
digolongkan menjadi berbagai jenis delik. 
Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat 
dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut dibawah 
ini: 
1. Delik Kejahatan (Misdrijiven) dan Delik Pelanggaran (Overtredingen)  
Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan 
delik pelanggaran, sebagai berikut: 
a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah 
dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan 
keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam Undang-
Undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik 
hukum, artinya perbuatan sudah dianggap sebagai kejahatan 
meskipun belum dirumuskan dalam Undang-Undang karena 
merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau 
bertentangan dengan keadilan. 
b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah 
diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam Undang-
Undang. Delik pelanggaran ini sering disebut mala qula prohibia 
atau delik Undang-Undang, artinya perbuatan itu baru dianggap 
sebagai delik setelah dirumuskan dalam Undang-Undang.  
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2. Delik Formil (Formeel Delict) dan Delik Materill (Materieel Delict) 
a. Delik formil (Formeel Delict) adalah suatu perbuatan pidana yang 
sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan 
dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Delik formil ini 
mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan 
selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan 
perkataan lain yang dilarang Undang-Undang adalah 
perbuatannya. 
b. Delik materill (Materieel Delict) adalah suatu akibat yang dilarang 
yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan 
yang dilakukan bukam menjadi soal. Yang dilarang adalah 
timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu 
merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang 
dilarang dalam delik materill adalah akibatnya. 
3. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa) 
a. Delik kesengajaan adalah suatu delik yang dilakukan karena 
kesengajaan. 
b. Delik kealpaan adalah suatu delik yang dilakukan karena 
kelalaian atau kealpaan. 
4. Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gewone Delicten) 
a. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan 
membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang 
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yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik 
itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi 
dua jenis yakni, delik aduan absolute (absolute klachdelict) dan 
delik aduan relative (relative klachdelict).  
b. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa 
membutuhkan adanya pengaduan.  
5. Delik Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus (Delicta Propria) 
a. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap 
orang. Delik umum ini sering disebut gemene delicten dan 
algemene delicten. 
b. Delik Khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh 
orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, 
pegawai negeri atau militer. 
6. Delik Comisionis, Ommisionis dan Commisionis Per Ommisionem 
Commisa 
a. Delik Commisionis adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 
Undang-Undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar 
dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik 
commisionis. 
b. Delik Ommisionis adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh 
Undang-Undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau 
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diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti 
melakukan delik ommisionis. 
c. Delik commisionis per ommisionem commisia adalah delik yang 
dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat 
sesuatu. 
 
 
7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut 
a. Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali 
perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam 
pidana oleh Undang-Undang telah selesai dilakukan atau telah 
selesai menimbulkan suatu akibat. 
b. Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan 
dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat 
dan berlangsung terus menerus. 
8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran 
a. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk 
kepentingan politik. 
b. Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat 
stengah politik dan stengah umum. Dengan perkataan lain bahwa 
24 
 
delik ini seolah-olah Nampak sebagai delik umum, tetapi 
sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya. 
9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi 
a. Delik biasa (eenvoudige delicten) adalah semua delik yang 
berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan 
ancaman pidananya. 
b. Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena 
adanyan keadaban-keadaban tertentu yang dapat memperberat 
atau mengurangi ancaman pidananya. Oleh karena itu, delik 
berkualifikasi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni, delik 
berkualifikasi dengan pemberatan pidana dan delik berkualifikasi 
dengan pengurangan pidana. 
(Roni Wiyanto 2012 : 169) 
C. Pengangkutan  
Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang 
kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat 
tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau 
pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. 
(Soegijatno, 1995:1) 
Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan 
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Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui 
Pipa, pengertian pengangkutan adalah :  
“Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, 
dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat 
penampungnya dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi 
melalui pipa transmisi dan distribusi” 
 
Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah 
uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan 
niaga. Menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, 
menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh 
keuntungan. 
 
 
1. Aspek-aspek dalam pengangkutan  
a. Pelaku, yang disebut pelaku dalam pengangkutan adalah orang 
yang melakukan pengangkutan, bila badan usaha atau orang 
pribadi/orang perorangan.  
b. Alat pengangkutan, adalah alat yang digunakan dalam 
pengangkutan  
c. Barang atau penumpang, adalah muatan yang diangkut, termasuk 
juga hewan, karena hewan termasuk barang  
d. Perbuatan, adalah kegiatan mengangkut orang dan/atau barang 
sejak pemautan sampai dengan penurunan di tempat tujuan.  
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e. Fungsi pengangkutan, untuk meningkatkan nilai dari barang 
dan/atau penumpang.  
f. Tujuan pengangkutan, adalah untuk memindahkan suatu barang 
dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk 
menaikkan nilai barang dan kualitas penumpang.  
2. Pengangkutan niaga  
Istilah niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan 
menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, 
menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh 
keuntungan atau laba. Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai 
pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu 
disebut pengangkutan niaga. 
Pengangkutan niaga adalah penggunaan, alat pengangkut oleh 
penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang 
ketempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang 
sebagai biaya atau sewa.Pembayaran sejumlah uang sebagai biaya 
pengangkutan membuktikan bahwa pengangkut menjalankan kegiatan usaha 
perusahaan di bidang pengangkutan dengan memungut biaya pengangkutan 
disebut pengangkutan niaga. 
3. Pengaturan pengangkutan  
PP RI Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan 
dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan 
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Gas Bumi Melalui Pipa.Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan 
peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan, istilah 
peraturan hukum (rule of law) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan: 
1. Undang-undang pengangkutan;  
2. Perjanjian pengangkutan;  
3. Konvensi internasional tentang pengangkutan ; dan  
4. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat perairan, dan 
penerbangan.  
Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, 
teori hukum, dan praktek hukum pengangkutan.  
Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (fundamental 
norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang 
menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua 
pihak. 
D. Bahan Bakar Minyak 
Pada dasarnya pembentukan BBM berasal dari pengolahan minyak 
bumi. Minyak bumi ini berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon 
yang dalam kondisi tekanan dan tempratur atmosfer berupa fase cair atau 
padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh 
dari hasil penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan 
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hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang 
tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) 
menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula 
bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. Mengingat BBM yang penguasannya dikuasai oleh Negara 
merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital 
yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, 
pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara 
yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat 
dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. 
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi, pengertian BBM adalah: “Bahan Bakar yang berasal 
dan/atau diolah dari minyak bumi” 
Pengertian yang sama pula disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 
R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan 
Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa: “Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi” 
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Dari uraian di atas Nampak jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam 
yang salah satunya adalah BBM, pengelolaannya dikuasai sepenuhnya oleh 
Negara yang merupakan wujud dari pola pembangunan kesejahteraan yang 
merata. 
Dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan BBM 
yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan pidana yang 
mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Pasal 53: 
Setiap orang yang melakukan: 
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin 
usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lama) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar); 
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa 
izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi  Rp. 
40.000.000.000,00 (empat puluh miliar) 
c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin 
usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 
30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) 
d. Niaga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha 
niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga 
puluh miliar. 
 
Ketentuan yang mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan niaga 
juga diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001: 
Pasal 55: 
Setiap orang yang meyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga 
bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana 
30 
 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 
60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). 
 
Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan kegiatan 
tersebut mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu 
Pemerintah, Perniagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah: 
Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu 
dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut 
dengan maksud memperoleh keuntungan (C.S.T. Kansil) 
 
Kegiatan atau usaha perniagaan ini juga tidak terlepas dari kegiatan 
usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebab satu dengan yang lainnya 
mempunyai keterkaitan, kaitannya dalam hal ini adalah usaha perniagaan 
juga termasuk kategori kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang 
perlengkapan perusahaan, sedangkan pengertian dari kegiatan usaha hulu 
dan kegiatan usaha hilir sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah : 
Kegiatan Usaha Hulu: 
“Suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan 
usaha eksplorasi dan eksploitasi “ (UU. No. 22 Thn 2001). 
 
Kegiatan Usaha Hilir: 
“Suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan 
usaha pengolahan, pengangkutan penyimpanan dan/atau niaga” 
(UU.No. 22 Thn 2001)” 
 
E. Subsidi  
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Pada dasarnya subsidi merupakan suatu keuntungan yang didapatkan 
oleh produsen melalui pihak Pemerintah untuk mengurangi biaya produksi 
yang ditanggung produsen, artinya ia dapat dipandang sebagai kebalikan 
dari pajak penjualan karena subsidi dapat menurunkan harga. 
Sampai mana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan 
adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang 
akan berlaku. 
Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan 
pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang 
dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh 
masyarakat luas. 
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya untuk menekan 
jumlah produksi yang semakin hari semakin meningkat.Pemberian bantuan 
pada dasarnya untuk melihat bagaimana subsidi dapat memberi manfaat 
kepada pembeli dan penjual agar biaya produksi yang semakin meningkat 
dapat ditekan dengan adanya pemberian subsidi. 
F. Aspek Hukum Yang Menjadi Dasar Terhadap Tindak Pidana 
Pengangkutan dan PerniagaanBahan Bakar Minyak Yang Bersubsidi. 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 
tersebut, setelahempat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-
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Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan 
Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang 
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dalam 
pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala karena substansi materi 
Undang-Undang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
sekarang maupun kebutuhan masa depan. 
Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa 
yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk 
lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam 
rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang-
Undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan 
hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan 
usaha Minyak dan Gas Bumi agar kegiatan penjualan bahan bakar 
minyak yang bersubsidi yang dapat terlindungi dari suatu bentuk tindak 
pidana. 
Penyusunan undang-undang ini bertujuan sebagai berikut: 
a. Terlaksananya dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai 
sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital 
b. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional 
untuk lebih mampu bersaing 
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c. Meningkatnya pendapatan Negara dan memberikan kontribusi 
yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, 
mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan 
Indonesia  
d. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, 
meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas 
Bumi sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, 
Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, memuat substansi pokok 
mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya 
alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan 
Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara, dan 
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang 
kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu. Sedangkan kegiatan 
usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. 
Kegiatan penjualan BBM yang bersubsidi sangat berpengaruh 
terhadap pembangunan nasional dikarenakan penjualan yang tidak 
melalui prosedur itu tentunya dapat merugikan dan mengurangi 
penghasilan Negara lewat pajak. 
Ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
tersebut juga memuat sejumlah ketentuan pidana yang mengatur secara 
khusus mengenai ketentuan pidana, ketentuan tersebut merupakan 
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wujud dari pelanggaran pidana yang dilakukan terhadap pelanggaran 
yang bergerak dibidang pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan penjualan 
BBM yang bersubsidi, yang mana pengaturannya diatur dalam BAB IX, 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Setelah lahirnya orde baru, terbukalah kesempatan yang lapang 
untuk membangun disegala segi kehidupan.Tidak ketinggalan pula 
pembangunan dibidang hukum, puluhan undang-undang telah 
diciptakan, terutama merupakan pengganti peraturan warisan kolonial. 
Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern 
sudah lama didambakan semua orang.Dikehendaki suatu acara pidana 
yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang 
sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Sebagaimana yang telah dikemukakan dimuka, Indlands Reglement 
kemudian menjadi HIR itu tidak terlepas pula daripada usaha belanda 
membenahi peraturan hukumnya setelah terlepas dari kekuasaan 
Perancis.Indlands Reglement yang lahir pada Tanggal 1 Mei 1984 itu 
merupakan penerusan dari paket perundang-undangan Belanda tahun 
1983.Pada masa itu golongan legis, yaitu golongan yang memandang 
segala bentuk hukum seharusnya dalam bentuk Undang-Undang, 
berdasarkan asas konkordansi, maka paket Perundang-Undangan baru 
itu hendak diberlakukan di Indonesia. 
35 
 
Rancangan Undang-Undang hukum acara pidana disahkan oleh 
sidang paripurna DPR pada tanggal 23 september 1981, kemudian 
president mensahkannya menjadi undang-undang pada tanggal 21 
desember 1981 dengan nama KitabUndang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 8 tahun 
76, TLN Nomor 3209) 
KUHAP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa. Hal 
itu dituangkan dalam Pasal 1 butir 14 dan 15 sebagai berikut: 
“Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau 
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 
pelaku tindak pidana" (Butir 14). 
 
“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan 
diadili di sidang pengadilan” (Butir 15). 
 
Wetboek Van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah 
tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan 
verdacht) tetapi hanya memakai suatu isitilah untuk kedua macam istilah 
itu.Yaitu istilah verdacht sebelum penuntutan dan sesudah 
penuntutan.Pengertian verdacht sebelum parallel dengan pengertian 
tersangka dalam KUHAP kita. Sedangkan pengertian verdacht sesudah 
penuntutan parallel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada 
butir 15 di atas. 
Paralel yang dimaksudkan di sini adalah apakah bentuk suatu 
tersangka dan terdakwa sejalan dengan suatu bentuk tuntutannya. 
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3. Peraturan Pemerintah (PP) 
Dari dua (2) aspek ketentuan hukum yang telah di uraikan di atas 
pengaturannya dilengkapi sejumlah peraturan pemerintah yang 
mendukung terealisasinya pelaksanaan undang-undang. 
Nampak jelas pengaturan tindak pidana dalam penjualan bahan 
bakar minyak bersubsidi juga didukung dengan sejumlah peraturan 
pemerintah yang pada intinya juga menekankan terhadap perlindungan 
dalam bidang pengolahan, pengangkutan dan perlindungan Minyak dan 
Gas Bumi. 
Adapun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Minyak 
dan Gas Bumi adalah sebagai berikut: 
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2002 tentang “Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi” 
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang 
“Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi” 
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2005 tentang 
“Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”, sebagai perubahan 
terhadap PP Nomor 35 Tahun 2004 
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
“Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan 
Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa) 
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Peraturan Pemerintah (PP) ini memuat substansi pokok mengenai 
ketentuan pembentukan dan status badan pelaksana, pengankutan, 
penjualan, kekayaan, pembiayaan dan pengolahan organisasi, personalia 
serta anggaran dan rencana kerja tahunan. 
Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah 
pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas 
Bumi yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai 
sumber daya alam yang strategis merupakan kekayaan Nasional yang 
dikuasai oleh Negara.  
 
 
 
G. Bentuk Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar 
Minyak Bersubsidi 
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi, terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang 
bentuk tindak pidana. 
Adapun bentuk tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 sebagai berikut: 
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1. Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang 
dimaksud dengan survei umum adalah “Kegiatan lapangan yang 
meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang 
memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas 
Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2001). 
2. Mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik 
Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh 
pemerintah. 
3. Melakukan eksplorasi dan / atau eksploitasi tanpa melalui kontak 
kerjasama dari pihak pemerintah. 
4. Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi 
tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2001) 
5. Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak 
pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001) 
6. Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak 
pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001). 
7. Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001) 
8. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi 
yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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9. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar 
minyak yang disubsidi pemerintah. (Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001) 
Dari beberapa bentuk tindak pidana yang dikemukakan di atas, 
pembagian pengaturannya juga berdasarkan KUHP yang dibagi atas 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran.Pada dasarnya bentuk 
tindak pidana pada uraian di atas juga telah diatur dalam KUHP, 
misalnya mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data 
milik Negara yang di dalam KUHP termasuk membuka rahasia yang 
diatur dalam BAB XVII.Dalam hal ini melakukan penyimpanan tanpa 
disertai izin dari pihak pemerintah yang didalam KUHP termasuk 
perbuatan curang yang diatur dalam BAB XXV. 
H. Subyek Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak  
Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa hak, 
yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek 
hukum. Dewasa ini subyek hukum terdiri dari: 
a. Manusia (Naturlijke Persoon) 
Sekarang boleh dikatakan tiap manusia baik warga Negara 
ataupun orang asing dengan tidak memandang agama atau 
kebudayaannya adalah subyek hukum, sebagai pembawa hak, 
manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk 
melakukan sesuatu tindakan hukum. 
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Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia 
dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah 
seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat 
dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika 
kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris). 
Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat 
memiliki hak-hak akan tetapi dalam hukum tidaklah semua orang 
diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya 
itu. 
b. Badan Hukum (Recht persoon) 
Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa, dapat 
melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya: dapat 
memiliki persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama 
sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. 
Bedanya dengan manusia ialah, bahwa badan hukum itu tidak 
dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali 
hukum denda). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi yang menjadi subyek adalah orang dan 
badan usaha. Hal ini dapat terlihat dalam BAB XI mengenai 
ketentuan pidana. 
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Seseorang/setiap orang (korporasi) sebagai subyek tindak 
pidana terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak dipertegas dalam 
rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi, yang bunyi dari rumusan Pasal 55 adalah: 
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan 
dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi 
pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan atau denda paling tinggi Rp. 
60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). 
 
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pasal 55 tersebut, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi subyek hukum 
tersebut dapat berupa sebagai pelaku, atau dikualifikasi sebagai 
pembantu, dan juga sebagai pelaku perencana. Mengenai 
pembuat tindak pidana di atas diatur dalam Pasal 55 dan Pasal56 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam rumusan: 
1). Sebagai pelaku tindak pidanaakan dihukum: 
a.Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
melakukan perbuatan itu 
b. Mereka dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau martabat, dengan pekasaan, ancaman atau 
penipuan, atau dengan sengaja membujuk untuk melakukan 
perbuatan itu 
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2). Tentang orang-orang tersebut dala (sub ke-2) yang telah 
dipertanggungkan kepadanya hanya perbuatan yang oleh 
mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya 
dapat diperhatikan. 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum: 
1. Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu 
kejahatan dilakukan 
2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan 
sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan 
Berdasarkan perumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, 
maka yang dimaksud subyek/pelaku tindak pidana menurut Adami 
Chazawi (2002: 81) adalah: 
1. Pembuat dalam pengertian dader, telah jelas ialah  pembuat 
tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya 
tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik 
(obyektif) maupun secara psykis (subyektif). Syaratnya ialah 
perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana 
yang dirumuskan Undang-undang. Pengertian pembuat 
seperti inilah yang dimaksud “barangsiapa” pada setiap 
permulaan rumusan tindak pidana.  
2. Sedangkan pembuat dalam artian yang disebut dalam 
rumusan Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana 
secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain 
dalam mewujudkan tindak pidana, masing-masing perbuatan 
berduri sendiri, perbuatan mana hanyalah memenuhi 
sebagian syarat/unsur tindak pidana 
3. Para pembuat (mededader) bukanlahdader, peserta-peserta 
dalam mededader tidak memenuhi syarat yang sama dengan 
syarat seorang dader.Bahwa yang sama ialah 
pertanggungjawaban pidana bagi para terlibat dalam 
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mededader adalah sema dengan pertanggungjawaban bagi 
seorang dader.  
 
Dalam perkembangan hukum pidana bukan hanya manusia 
yang dianggap subyek, tetapi juga Badan Hukum (korporasi). 
I. Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
1. Pertimbangan yuridis  
Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argument atau alasan 
yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar 
sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini 
dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam 
persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan 
para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada 
pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu 
delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan 
delik yang didakwakan oleh penuntut umum/ dictum putusan hakim. 
Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis 
adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta- fakta yuridis yang terungkap 
dalam persidangan dan oleh uu ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan misalnnya Dakwaan jaksa penuntun umum, keterangan 
terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal- pasal dalam 
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peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non- yuridis dapat dilihat 
dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan 
agama terdakwa. 
Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu 
dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung 
atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang 
digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya atau tidak.  
Apabila fakta- fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur- unsur  delik yang didakwakan juga harus 
menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus 
yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur- unsur tersebut, dalam praktek putusan 
hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal- hal yang dapat meringankan atau 
memberatkan terdakwa. Hal- hal yang memberatkan misalnya terdakwa 
sudah pernah dipidana sebelumnya (recidivis). 
2. Pertimbangan Sosiologis 
UU Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa 
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keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar 
putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, 
hakim merupakan perumus dan penggali nilai- nilai hukum yang hidup di 
kalangan rakyat. 
Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah- tengah masyarakat untuk 
mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa 
keadilan yang hidup alam masyarakat, di kalangan praktisi hukum, terdapat 
kecendrungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar 
sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti 
lagi dengan sejumlah asas- asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan 
normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama seklai dengan 
penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), seandainya 
terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil 
oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan 
hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat 
dikorbankan, faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis 
oleh hakim dalam mejatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain: 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai- nilai yang hidup 
dalam masyarakat 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- nilai 
yang meringankan maupun hal- hal yang memberatkan terdakwa 
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3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan 
korban 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si 
terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan 
hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai 
suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk mencapai usaha ini, maka 
hakim harus memperhatikan, antara lain: 
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana 
yang berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu 
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu 
(yang memberatkan dan meringankan) 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang- 
ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau 
apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah 
berusia tinggi 
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e. Sebab- sebab untuk melakukan pelanggaran pidana 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu 
Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam 
menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan mengkaitkan dengan 
fungsi putusan hakim sebagai a tool of social engineering yaitu : 
1. Fungsi social engineering (rekayasa sosial) dari hakim maupun 
putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat 
totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk 
menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap 
perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial  
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam 
masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika 
pengadilan menjadi penerjemahan yang tertinggi dari konstitusi. 
Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat 
dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatis melalui 
penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. Kata-
kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering 
melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi. 
3. Dalam system-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak 
pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan Badan Legislatif 
sehingga fungsi Hakim menjadi relative lebih mudah. Fungsi 
tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran peraturan-
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peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan 
yang administratif sifatnya.  
4. Dalam penafsiran presiden dan uu, fungsi pengadilan harus lebih 
positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang harus dilakukan 
dengan penafsiran dengan sangat baik dan sangat membantu 
kebijakan hukum. 
Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat 
pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modert, maka secara 
bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum” Dengan 
demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam system-
sistem hukum kebijaksanaan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kab.Barru yaitu pada Pengadilan Negeri 
Barru dan Kejaksaan Negeri Barru karena lembaga tersebut berwenang 
dalam memberikan keterangan atau data penunjang dalam penulisan 
yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
B. Jenis dan sumber data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni: 
a. Metode Penelitian Pustaka 
Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, serta literatur 
lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan tulisan ini. 
b. Metode Penelitian Lapangan 
Penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yakni Hakim dan Jaksa Penuntut Umum 
yang dapat memberikan informasi dan data dalam penulisan skripsi 
ini. 
C. Teknik pengumpulan data 
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Dalam penulisan ini penulis menggunakan data yang berhubungan 
dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber data 
yang penulis gunakan dibagi dala 2 (dua) jenis data yaitu: 
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di 
lapangan dengan wawancara yang didapat dari Pengadilan Negeri 
Barru dan Kejaksaan Negeri Barru. 
2. Data Skunder 
Data Skunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 
kepustakaan yakni Putusan dan mengumpulkan buku-buku atau 
kitab-kitab bacaan yang senantiasa menunjang dalam penyusunan 
atau penulisan ini. 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari data 
primer maupun skunder, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara 
kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara 
deskriptif. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN  
A. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Dengan Putusan Nomor 
60/Pid.Sus/2014/PN.Barru 
1. Posisi Kasus 
Berawal ketika terdakwa dan saksi berangkat dari Kabupaten 
Pangkep menuju Kabupaten Barru sekitar pukul 20.00 wita untuk 
membeli BBM jenis solar. Pada pukul 22.30 wita terdakwa tiba di 
SPBU Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru terdakwa 
dan langsung membeli BBM jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter 
dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus) per liternya kemudian 
BBM jenis solar tersebut ditampung kedalam 32 (tiga puluh dua) 
buah jerigen yang isinya masing-masing 30 liter sampai 35 liter per 
jerigennya. BBM jenis solar tersebut akan di bawa ke Biringkassi 
Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep untuk dijual ke para 
nelayan. Namun beberapa meter meninggalkan SPBU Pekkae 
terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian untuk diperiksa 
kelengkapan surat, dan terdakwa tidak memiliki surat kelengkapan 
tersebut. Akhirnya terdakwa langsung diamankan ke Mapolres Barru.  
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2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Bahwa ia terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid pada hari rabu 
tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu tertentu dalam bulan April 2014 bertempat di SPBU 
Pekkae Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidak-
tidaknya menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan 
bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa 
dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Bahwa berawal ketika terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid pada 
hari rabu tanggal 02 April 2014 sekitar  pukul 20.30 wita berangkat 
menuju ke Kabupaten Barru untuk membeli solar bersama saksi 
Firman bin Arsyad dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna 
hitam nopol DD 596 IY milik terdakwa. Setelah pukul 21.30 wita 
terdakwa tiba di SPBU Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, 
Kabupaten Barru dan langsung membeli BBM jenis solar 
sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu 
lima ratus rupiah) untuk solar per liternya namun ditambah dengan 
ongkos pengisian untuk operator sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu 
rupiah) per jerigennya kemudia ditampung dalam 32 (tiga puluh 
dua) jerigen yang isinya masing-masing jerigen sekitar 30 liter 
sampai dengan 35 liter kemudian terdakwa akan membawa BBM 
jenis solar tersebut ke Biringkassi, Kecamatan Bungoro, 
Kabupaten Pangkep untuk dijual kepada para nelayan, namun 
baru beberapa meter terdakwa meninggalkan SPBU Pekkae 
terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan diamankan ke 
Mapolres Barru karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan 
surat pengantar pengangkutan maupun pengiriman dari 
Pertamina. Adapaun keuntungan yang terdakwa peroleh dari 
penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut sekitar Rp. 
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
 
3. Alat Bukti Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM 
Bersubisidi 
Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
persidangan adalah : 
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1. Keterangan Saksi  
1.1 Saksi Arya Wirawan dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan  sebagi berikut : 
- Bahwa benar, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan 
yakni berkaitan dengan pengangkutan solar tanpa ijin oleh 
terdakwa 
- Bahwa benar, pada awalnya saksi yang sedang piket 
menerima informasi adanya kendaraan mencurigakan yang 
melakukan pengisian BBM terlalu lama dari saksi Ahmad 
Azikin di SPBU Pekkae 
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 
02 April 2014 sekitar pukul 22.30 wita bertempat dijalan poros 
Barru-Makassar, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru 
- Bahwa benar, ketika saksi bersama anggota kepolisian dari 
Polres Barru lainnya sampai ditempat kejadian, kendaraan 
tersebut telah dihentikan oleh saksi Ahmad Azikin, sekitar 50 
meter dari SPBU Pekkae 
- Bahwa benar saksi menanyakan muatan mobil Suzuki APV DD 
596 IY kepada terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dan 
dijawab bahwa isinya adalah BBM jenis solar 
- Bahwa benar BBM jenis solar tersebut sejumlah 1.000 liter 
dalam 32 jerigen 
- Bahwa benar saksi mengetahui dari terdakwa bahwa solar 
tersebut hendak dijual ke nelayan di Kabupaten Pangkep 
- Bahwa benar saksi menanyakan kelengkapan izin dari pihak 
yang berhak kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki 
izin untuk mengangkut atau menjual BBM bersubsidi 
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya 
 
1.2 Saksi Firman bin Arsyad dibawah pada pokoknya 
menerangkan   sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan 
yakni berkaitan adanya pengangkutan solar bersubsidi yang 
dilakukan oleh terdakwa 
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi 
menemani terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU 
Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada hari 
rabu 02 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita 
- Bahwa benar saksi berdomisili di Kabupaten Pangkep dijemput 
dan diajak terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di 
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Kabupaten Barru karena terdakwa hanya sendiri dan saksi 
menerima ajakan terdakwa 
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana tujuan terdakwa 
hendak membeli BBM jenis solar dan pada saat tiba di SPBU 
Pekkae, terdakwa langsung masuk dan membeli solar ke 
petugas SPBU kemudian petugas SPBU tersebut memberikan 
selang kepada terdakwa untuk mengisi sendiri jerigen yang 
ada dalam mobil 
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa membeli solar 
seharga Rp. 5.500,- per liter dan ongkos kepada operator Rp. 
3.000,- per jerigen  
- Bahwa benar solar yang dibeli sejumlah 1.000 liter dalam 32 
jerigen tersebut akan terdakwa bawa untuk dijual ke nelayan di 
Biringkassi Kabupeten Pangkep 
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti 
berupa mobil Suzuki APV DD 596 IY warna hitam yang 
digunakan oleh terdakwa pada saat membeli solar bersubsidi 
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya 
 
1.3 Saksi Rustam Ganim dibawah pada pokoknya menerangkan   
sebagai berikut : 
- Bahwa benar, saksi tidak kenal terdakwa 
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan 
yakni berkaitan dengan terdakwa telah membeli BBM jenis 
solar di SPBU Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten 
Barru pada hari rabu 02 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita, 
dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam DD 596 
IY 
- Bahwa benar saksi merupakan petugas operator pada SPBU 
Pekkae yang melayani terdakwa pada saat membeli solar 
bersubsidi 
- Bahwa benar terdakwa yang turun membeli BBM jenis solar 
dengan harga Rp. 5.500,- sebanyak 1.000 liter yang 
dimasukkan kedalam 32 jerigen sehingga terdakwa membayar 
sebesar Rp. 5.500.000,- dan saksi mendapatkan pembayaran 
sebesar Rp. 3.000,- tiap jerigennya 
- Bahwa benar saksi memberikan selang minyak kepada 
terdakwa untuk mengisi sendiri jerigen yang sudah disusun 
diatas mobil terdakwa 
- Bahwa benar biasanya untuk melakukan pengisian lebih dari 
batas normal harus memiliki surat pengantar/izin dari pihak 
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yang berwenang, akan tetapi saat itu terdakwa tidak memiliki 
dan tidak memperlihatkan izin yang dimaskud 
- Bahwa benar perbuatan saksi yang menjual BBM bersubsidi 
dalam jumlah lebih dari batas normal tersebut tanpa 
sepengetahuan pimpinan SPBU Pekkae, dan keuntungannya 
diambil sendiri oleh saksi 
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti 
berupa mobil Suzuki APV DD 596 IY warna hitam yang 
digunakan terdakwa pada saat membeli solar bersubsidi 
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya 
 
2. Keterangan Saksi Ahli 
Aris Irmi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar, pengangkutan BBM bersubsidi berupa premium 
dan solar diangkut menggunakan mobil tangki yang telah 
terdaftar di pertamina 
- Bahwa system pengangkutan BBM bersubsidi dilakukan 
dengan menggunakan mobil tangki yang telah terdaftar di 
pertamina, adapun BBM bersubsidi seperti premium dan solar 
diangkut dengan menggunakan mobil tangki berwarna merah 
putih dan memiliki surat pengantar pengirim BBM bersubsidi 
dari pertamina 
- Bahwa benar mengacu kepada Permen ESDM No. 18 tahun 
2013 maka harga jual premium yakni Rp. 6.500,- per liter dan 
solar Rp. 5.500,- per liter sedangkan BBM yang tidak disubsidi 
oleh pemerintah harga jualnya ditentukan oleh pertamina 
- Bahwa benar berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2012 yang 
bahwa konsumen pengguna jenis bahan bakar tertentu bidang 
usaha perikanan harus diverifikasi dan memiliki surat 
rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau kepala 
SKPD/Kab/Kota yang membidangi perikanan sesuai 
kewenangan masing-masing, sehingga perbuatan terdakwa 
tersebut melanggar undang-undang dan tidak memiliki ijin 
usaha pengangkutan BBM serta tidak memiliki surat 
rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi di SPBU 
- Atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa 
membenarkannya 
 
3. Keterangan Terdakwa 
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Muh. Rizal bin Muh. Rasyid, di depan persidangan menerangkan 
pada pokoknya: 
- Bahwa benar, terdakwa telah membeli BBM jenis solar di 
SPBU Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru 
pada hari rabu 02 April 2014 sekitar pukul 23.30 wita 
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang berdomisili di Kabupaten 
Pangkep menjemput saksi Firman untuk minta ditemani 
membeli BBM jenis solar di Kabupaten Barru 
- Bahwa dalam perjalanan sebelum tiba di SPBU Pekkae, 
Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, terdakwa singgah 
dibeberapa SPBU, namun SPBU tersebut tidak melayani 
pembelian terdakwa dalam jumlah banyak 
- Bahwa setelah tiba di SPBU Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, 
Kabupaten Barru, terdakwa langsung masuk untuk membeli 
BBM jenis solar dan oleh operator SPBU, terdakwa langsung 
dilayani dan membayar Rp. 3.000,- per jerigen 
- Bahwa terdakwa benar membeli sebanyak 1.000 liter yang 
dimasukkan kedalam 32 jerigen yang telah disiapkan 
sebelumnya oleh terdakwa 
- Bahwa benar terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi 
dengan harga Rp. 5.500,- per liter 
- Bahwa benar BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual 
kembali kepada nelayan di Biringkassi, Kabupaten Pangkep 
dengan harga Rp. 6.000,- per liter 
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut 
maupun memperjualbelikan BBM bersubsidi jenis solar dari 
pemerintah atau pihak yang berhak 
- Bahwa benar terdakwa membeli BBM jenis solar di Kabupaten 
Barru karena terdakwa tidak bisa membeli BBM jenis solar di 
Kabupaten Pangkep  
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah membeli BBM jenis 
solar di SPBU di daerah Kabupaten Pangkep namun dalam 
jumlah kecil yaitu sebanyak 2 jerigen tiap pembelian 
- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang 
lebih Rp. 500,- per liter ketika menjual kembali BBM jenis solar 
tersebut 
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti 
berupa mobil Suzuki APV DD 596 IY warna hitam yang 
digunakan oleh terdakwa pada saat membeli solar bersubsidi 
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- Bahwa benar barang bukti berupa mobil Suzuki APV DD 596 
IY adalah milik terdakwa yang dibeli dengan cara kredit 
(mencicil) 
 
4. Barang Bukti 
Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit 
mobil merk Suzuki APV warna hitam DD 596 IY, nomor rangka 
MHYGN42V9J32068, no mesin G15AID186592 dan STNK atas nama 
Diana yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut BBM jenis 
solar yang bersubsidi pemerintah, 32 (tiga puluh dua) jerigen berisi 
1.000 (seribu) liter bahan bakar minyak solar. 
 
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu: 
- Menyatakan terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak 
yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas dalam dakwaan tunggal 
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa 
tahanan yang telah terdakwa jalani dan menjatuhkan pidana denda 
kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan 
- Barang bukti berupa: 
1. (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam nomor polisi DD 
596 IY, nomor rangka MHYGN42V9J32068, no mesin, 
G15AID186592 dan STNK atas nama Diana,  
Dikembalikan kepada terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid 
2. 32 (tiga puluh dua) jerigen berisi 1000 (seribu) liter bahan bakar 
minyak jenis solar, 
Dirampas untuk Negara 
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
6. Amar Putusan 
1. Menyatakan terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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“MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN 
BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH” 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa 
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam nomor polisi DD 
596 IY, nomor rangka MHYGN42V9J32068, no mesin, 
G15AID186592 dan STNK atas nama Diana,  
Dikembalikan kepada terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid 
- 32 (tiga puluh dua) jerigen berisi 1000 (seribu) liter bahan 
bakar minyak jenis solar, 
Dirampas untuk Negara 
- Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
7. Analisis Penulis 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam 
persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum. 
Penerapan hukum terhadap kasus tersebut oleh Hakim Sugiri 
Wiryandono S.H,.M.Hum (wawancara tanggal 05 januari 2015) yang 
mengatakan: 
Dalam kasus harus memenuhi unsur yang ada dalam pasal tersebut. 
Pada dasarnya ada sebuah mobil dia ingin mencari keuntungan 
dengan cara membeli solar di pertamina kemudian ia jual lagi ke 
nelayan dengan selisih Rp. 500 tapi kali banyak sebenarnya itu tidak 
boleh karena sudah melanggar, sudah memenuhi aspek dari 
unsurnya. Akan tetapi sebenarnya bisa apabila ia mendapatkan 
kewenangan. Membeli solar bersubsidi untuk kebutuhan nelayan itu 
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tidak apa-apa.Cuma yang tidak boleh dia membeli kemudian di jual 
lagi, tapi tidak memiliki izin untuk mengangkut. 
Penerapan hukum terhadap kasus tersebut  oleh Hakim Jastian Afandi 
S.H (wawancara tanggal 05 januari 2015) yang mengatakan: 
Kita melihat dari Undang-undang dan peraturan menteri yang 
mengatur mengenai kasus tersebut. Saya menggunakan Peraturan 
Mentri Nomor 18 tahun 2013 di sana ada diatur untuk siapa saja dan 
berapa harga BBM Bersubsidi. Disini si terdakwa menjual kembali dan 
tidak ada diatur dalam peraturan mentri tersebut berarti ia melanggar. 
Kalo bisa jujur semua pengecer kena, tapi kembali lagi kita tidak bisa, 
hakim itu ibarat koki apa yang dihidangkan itu yang dimasak, berarti 
apa yang diberikan jaksa itu yang kami terima.   
 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan jaksa di atas, 
maka penulis berpendapat bahwa dengan dakwaan jaksa Penuntut Umum 
tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam 
persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk 
diantaranya keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang membenarkan 
keterangan saksi atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan dakwaan 
Penuntut Umum pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini sebaiknya jaksa mendakwakan 
Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi yang lebih tepat diterapkan untuk kasus tersebut karena mengenai izin 
usaha pengangkutan dan izin usaha niaga, yang bunyinya sebagai berikut : 
Setiap orang yang melakukan : 
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yanpa izin usaha 
pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
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tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar) 
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin 
usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan denda paling tinggi 40.000.000.000,00 (empat 
puluh miliar) 
c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha 
penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh 
miliar) 
d. Niaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha 
niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) 
 
Sedangakan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang meyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga 
bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 
Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar).  
 
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jaksa 
Muhith Nur, S.H,. M.H (wawancara tanggal 15 Januari 2015) yang 
mengatakan bahwa : 
Penerapan pasal pidana terhadap kasus ini, di dakwaan jaksa di pasal 
55 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di situ 
unsurnya setiap orang dan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau 
niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Tapi 
setelah persidangan berjalan ini kan karena dibacakan dakwaan , 
ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan mengenai 
tempus dan lokusnya kemudian ia tidak mengajukan eksepsi, 
sehingga masuklah ke pemeriksaan saksi.  
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 
60/Pid.Sus/2014/PN.Barru 
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1. Pertimbangan Hakim 
Hakim sebelum memutus suatu perkara harus memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, 
keterangan terdakwa, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, 
serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. 
Secara umum pertimbangan hukum oleh hakim dalam dakwaan 
diuraikan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan, sebagai berikut : 
Bahwa ia terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid pada hari rabu tanggal 02 
April 2014 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu 
dalam bulan April 2014 bertempat di SPBU Pekkae Kecamatan Tanete Rilau, 
Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya menyalahgunakan pengangkutan dan 
atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan 
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Bahwa berawal ketika terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid pada hari 
rabu tanggal 02 April 2014 sekitar  pukul 20.30 wita berangkat menuju 
ke Kabupaten Barru untuk membeli solar bersama saksi Firman bin 
Arsyad dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam nopol 
DD 596 IY milik terdakwa. Setelah pukul 21.30 wita terdakwa tiba di 
SPBU Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan 
langsung membeli BBM jenis solar sebanyak 1.000 (seribu) liter 
dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) untuk solar per 
liternya namun ditambah dengan ongkos pengisian untuk operator 
sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jerigennya kemudia 
ditampung dalam 32 (tiga puluh dua) jerigen yang isinya masing-
masing jerigen sekitar 30 liter sampai dengan 35 liter kemudian 
terdakwa akan membawa BBM jenis solar tersebut ke Biringkassi, 
Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep untuk dijual kepada para 
nelayan, namun baru beberapa meter terdakwa meninggalkan SPBU 
Pekkae terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan diamankan 
ke Mapolres Barru karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat 
pengantar pengangkutan maupun pengiriman dari Pertamina. 
Adapaun keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan BBM jenis 
solar bersubsidi tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. 
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa 
tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; 
Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut 
Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa : saksi-saksi yang telah 
disumpah dan memberikan keterangan yaitu saksi 1. Arya Wirawan, 2. 
Firman bin Arsyad, 3. Rustam Ganim keterangan saksi-saksi tersebut 
sebagaimana termuat dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis 
untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat 
dakwaan dan fakta-fakta persidangan yang terungkap dipersidangan, 
karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah 
berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala 
sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara ini 
sepanjang masih mempunyai korelasi dengan putusan ini, dianggap termuat 
juga dalam putusan ini; 
Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu 
tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik 
yang didakwakan padanya ; 
Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan 
bentuk dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar Pasal 55 Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut : 
 
1. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar 
Minyak yang disubsidi Pemerintah 
Ad. 1 Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak 
yang disubsidi Pemerintah 
  
Unsur ini bersifat alternatif/kumulatif dan sebagai konsekwensinya 
apabila salah satu kompenen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang 
dikehendaki oleh unsur ini. Namun kompenen-kompenen tersebut haruslah 
ditujukan pada bahan bakar minyak yang bersubsidi. Dan harga bahan bakar 
tersebut haruslah harga bahan bakar subsidi yang sesuai peraturan menteri 
energi No. 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bahan bikar minyak 
tertentu untuk konsumen pengguna tertentu adalah dimana harga premium 
Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus), solar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus); 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam 
Undang-undang ini, dapat dilihat dengan jelas dalam ketentuan Pasal 1 
angka 12 UU. NO. 22 Tahun 2001 yang secara jelas menguraikan sebagai 
berikut Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, 
dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan 
dan pengolahan, termasuk pengangkutan adalah kegiatan kegiatan 
pemindahan dan distribusi. Dari uraian pasal ini dapat ditarik sebuah 
kesimpulan kegiatan pengangkutan merupakan kegiatan pemindahan Minyak 
Bumi atau Hasil Olahannya dalam perkara a quo adalah minyak solar dari 
tempat Wilayah Kerja, Penampungnya atau Pengolahan. Dari anasir tersebut 
menurut hemat majelis bahwa pengangkutan dapat ditafsirkan sebagai 
kegiatan pemindahan minyak bumi atau hasil olahan bukan penggunaan 
minyak bumi sebagai bahan bakar transportasi. Didalam pengangkutan 
berupa pemindahan Minyak Bumi/Hasil Olahan (minyak solar) dari tempat 
asal jumlahnya sama ketika tiba di tempat tujuan, hal mana dapat 
dicontohkan sebuah Kapal mengangkut minyak hasil olahan dari pelabuhan 
atau dari kilang minyak sebanyak 1 barel sebagai wilayah kerja ataupun 
penampungan, maka jumlah minyak tersebut haruslah sama yakni sebesar 1 
barel disaat Kapal tersebut tiba ditempat tujuan, disini keberadaan minyak 
diatas sarana pengangkutan tersebut bukan sebagai bahan bakar yang jika 
menggunakan nalar sederhana, Bahan Bakar Minyak tersebut akan 
berkurang jumlahnya antara tempat asal dengan tempat tujuan. Sedangkan 
Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi 
dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa membeli 
1.000 (seribu) liter bahan bakar jenis solar bersubsidi dari SPBU Pekkae 
seharga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter kemudian terdakwa 
membawa 1.000 (seribu) liter solar berharga tertentu (subsidi) di dalam 32 
(tuga puluh dua) buah jerigen dengan menggunakan mobil APV warna hitam 
No. Pol DD 596 IY hendak terdakwa bawa Biringkassi Kabupaten Pangkep 
guna dijual seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ke nelayan setempat. 
Dimana pada saat membawa bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut 
terdakwa tidak menggunakan standar kendaraan yang telah ditetapkan oleh 
pertamina yaitu mobil tangki yang dilengkapi surat pengantar bahan bakar 
minyak bersubsidi. Ditambah lagi terdakwa tidak bisa menunjukkan bahwa 
terdakwa adalah pihak yang bisa melakukan pengangkutan bahan bakar 
minyak atau memiliki izin untuk itu sesuai Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka menurut Majelis perbuatan 
terdakwa masuk kategori penyalahgunaan pengangkutan. Sedangkan untuk 
penyalahgunaan niaga dikarenakan terdakwa telah membeli bahan bakar 
minyak jenis solar bersubsidi dari SPBU yang diperuntukkan untuk menjual 
kepada pengguna atau konsumen tertentu saja bukan Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar yang menjual bahan bakar minya untuk dijual lagi maka Majelis 
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berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kompenen 
penyalahgunaan niaga. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk 
menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas 
jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang 
didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan 
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan 
tunggal; 
Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis 
tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban 
pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa mampu 
bertanggungjawab; 
Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggungjawab maka 
tindak pidana yang telah ia lakukan tersebut haruslah 
dipertanggungjawabkan kepadanya. Karenanya cukup beralasan bagi majelis 
untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana Menyalagunakan Pengangkutan dan 
Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah sebagaimana 
didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 
KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana dijatuhkan kelak 
memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan  
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara serta masyarakat pengguna 
BBM bersubsidi 
Hal-hal yang meringankan  
- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan 
rasa penyesalannya; 
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya; 
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa 
telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan 
untuk tidak mengurangkan masa penahanan tersebut maka berdasarkan 
Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri 
terdakwa akan melebihi masa penahanan yang dialaminya disamping itu 
Majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa 
dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu 
diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan; 
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Menimbang, bahwa tentang barang bukti mobil merk Suzuki APV warna 
hitam nomor polisi DD 596 IY, nomor MHYGN42V9J32068, no mesin, 
G15AID186592 dan STNK atas nama Diana sebagaimana yang termuat 
pada daftar barang bukti baik dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah 
tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun 
dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih 
sangat dibutuhkan oleh pemiliknya ataupun oleh terdakwa maka perlu 
ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pemilik yang namanya 
akan disebutkan dalam amar putusan ini. Sedangkan untuk barang bukti 
1.000 (seribu) liter solar dikarenakan bernilai ekonomis dan dikhawatirkan 
barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakuka tindak pidana maka 
berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan 
barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari 
pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada 
terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang besarnya 
ditentukan dalam amar putusan; 
Mengingat Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi  serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini : 
 
 
MENGADILI  
1. Menyatakan terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN 
BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH” 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa 
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam nomor polisi DD 596 
IY, nomor rangka MHYGN42V9J32068, no mesin, G15AID186592 
dan STNK atas nama Diana,  
Dikembalikan kepada terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid 
- 32 (tiga puluh dua) jerigen berisi 1000 (seribu) liter bahan bakar 
minyak jenis solar, 
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Dirampas untuk Negara 
6. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
2. Analisis Penulis  
Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di 
dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi 
tuntutan Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya 
seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat 
tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat 
lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh 
menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang 
terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam 
persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang 
disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. 
Terhadap perkara Nomor 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru Majelis Hakim 
sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik 
itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan 
sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang 
didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim 
dan merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis 
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ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis 
Hakim. 
Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim 
akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang yang timbul dan 
merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pada dasarnya fakta-
fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana 
tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai 
melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat lagsung 
ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa. 
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim di 
Pengadilan Negeri Barru yaitu Sugiri Wiryandono, S.H, M.Hum dan Randi 
Jastian Afandi, S.H (wawancara tanggal 08 Januari 2015) yang mengatakan 
bahwa : 
- Sugiri Wiryandono, S.H, M.Hum : 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pertama 
kita harus berpegang teguh kepada keadilan. Dan kedua dalam 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kita berdasar kepada 
surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa Penuntut Umum, setelah 
itu mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa barulah kita 
dapat menjatuhkan putusan.  
 
- Randi Jastian Afandi, S.H : 
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Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan tersebut, 
pertama hakim melihat pada dasarnya UU Migas yakni Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001, setelah itu dikaitkan dengan 
Peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral Nomor 18 
Tahun 2013. Karena keduanya saling berkaitan, setelah itu barulah 
si terdakwa dijatuhkan hukuman 
 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut 
kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh 
Majelis Hakim dalam mengambil putusan. 
Pada perkara Nomor 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru Majelis Hakim 
memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah telah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan 
Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”  
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditambah dengan 
keterangan terdakwa yang telah membenarkan keterangan saksi-saksi atas 
perbuatan yang dilakukannya, maka penulis berpendapat bahwa 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa 
pemidanaan terhadap terdakwa  tidak sesuai. Karena berdasarkan posisi 
kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dakwaan jaksa Penuntut 
Umum tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini didasarkan pada pemeriksaan 
dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 
termasuk diantaranya keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang 
membenarkan keterangan saksi atas perbuatan yang dilakukannya dengan 
dakwaan penutntut umum pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 
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2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini sebaiknya jaksa 
mendakwakan Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi yang lebih tepat untuk kasus tersebut karena terdakwa 
tidak mempunyai izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi 
yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus 
Putusan No. 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru), dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Pada perkara Nomor 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru Majelis Hakim 
memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana 
“Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak 
Yang Disubsidi Pemerintah. Terdakwa Muh. Rizal bin Muh. Rasyid 
telah terbukti melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi. Namun, menurut penulis hakim dan Jaksa 
Penuntut Umum dalam menerapkan hukum pidana lebih tepat jika 
memutus terdakwa melanggar Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
b. Dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Barru lalai dalam menerapkan hukum dengan tidak 
mempertimbangkan secara matang dakwaan dari Jaksa Penuntut 
Umum. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Pasal 55 
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 bukan Pasal 53 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001, sehingga putusan hakim dapat 
dikatakan keliru. 
B. Saran  
1. Sebaiknya dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan 
Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi dalam dakwaannya. Karena Pasal 53 Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2001 mengatur tentang izin usaha pengangkutan dan 
izin usaha niaga bahan bakar minyak bersubsidi. 
2. Hakim dalam memutus perkara hendaknya mempertimbangkan 
putusannya dengan baik. Begitupun jaksa dalam mendakwa ataupun 
menuntut pelaku haruslah didasarkan pada pemahaman atas 
penerapan hukum materil apa yang tepat diterapkan kepada pelaku. 
3. Hendaknya dalam pelaksanaan pengawasan distribusi BBM oleh pihak 
kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan 
pelaksanaan distribusi bahan bakar minyak dari depo Pertamina ke 
pangkalan dan masyarakat ikut berperan serta melakukan pengaduan 
kepada pihak aparat kepolisian apabila menemukan atau mencurigai 
terjadinya atau pelaku penyimpangan terhadap distribusi bahan bakar 
minyak.  
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